
GT'BERIYI'R I"AMPIING
PERATI'RAN DAERAII PROVINSI LAMPT'IIG

NOMOR 2 TAHUI{ 2021

TENTANG

PEI{GI{APT'SAI{ TIIYDAI( KIXTRASAIT TERIIADAP PEREMPUAIT DAIT

AI{AIT, DI PROVITSI LAMPT'NG

DENGAN RAHMAT TUTIAN YAI{G MAIIA ESA

Menimbang

Mengingat

GT'BERITUR LII.MPIIIIG'

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak
perempuan dan anak agar terhindar dan terbebas dari
kekerasan atau ancarnan kekerasan, penyiksaan, atau
perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat
Lemanusiaan, perlu penghapusan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

b. bahwa untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan
anak sebagaimana dimaksud huruf a, dibutuhkan penataan
dan perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Tindak Kekerasan masih terdapat kekurangan dan belum
menampung perkembangan kebutuhan perempuan dan anak
sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Provinsi l,ampung tentang Penghapusan
Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi
l,ampung;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I l,ampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Conuention on the Elimination of All Forms of
Discrimation Agains Womenl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan l,embaran Negara Nomor 42351
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2OO2 Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraar
Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesi a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor lg3, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 639g);

I 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Nomor 55g7)
sebaqaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KJrja
(kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 202b Nomor 24-5,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6g, TambJan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2OI5 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesii
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimina telah diubah AenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 25lgtentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 20lS (Berita Negara Republik IndonJsia
Tahun 2018 Nomor 1S7);
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14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang
Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan
Informasi atas Adanya Dugaan Kekerasan terhadap Anak
(Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1399);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor lO2lHUKl2OO7 tentang
Pendirian dan PenyelenggErra€rn Rumah Perlindungan dan
Trauma Center;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor
2 Tahun 2OO8 tentang Pelaksanaan Perlindunga-n
Perempuan;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan
Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pedoman
Penanganan Anak Korban Kekerasan;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan
Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengembangan Kebijakan Provinsi/ Kota Layak Anak;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungal Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

22. Perattran Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2O18 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAISLAN RAXYAT DAERAH PROVINSI LAIUPUNG

DAI{

GUBERNUR LAMPIING

MEMUTUSKAI{:

Menetapkan PERATURAIT DAERATI TENTANG PENGHAPUSAN TINDAI{
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAI( DI PROVtilSI
L/IMPUIYG,
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BAB I
KETENTUAIY UMT'M

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Lampung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungal Anak Provinsi Lampung
terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016.

7. Anak adalah seseor€rng yang belum berusia 18 tahun, termasuk anal<
yang ada dalam kandungan.

8. Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

9. Anak pelaku adalah anak yang melakukan tindak kekerasan kepada anak.

10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang
yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,
atau suami-istri dal anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan
derajat ketiga dan/atau apabila ada sampai dengan derajat keempat;

12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayah dan atau/ibu angkat.

13. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan
memiliki adat kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan
kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikis, ekonomi, dan sosial,
termasuk penelantaran, yang te4'adi di depan umum atau dalam kehidupan
pribadi.

15. Penghapusan tindak kekerasan adalah upaya secara berkesinambungan yang
mencakup tindalan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatr lerhadaf
korban tindak kekerasan dan anak pelaku kekerasan.

16. Pencegahan adalah lindakan ya,g dilakukan untuk menghilangkan berbagai
faktor- yang menyebabkan dan melanggengkan segala" bentrlk kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

17. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang diarahkan perbuatan yangmengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tu'buh seseorang,gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
18. Kekerasan seksuar adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupunperbuatan yang dilakukan se"eo.ang untuk mengu"""i 

"t"" 
-il.*anipulasi

orang lain serta membuatnya terlibat dalam akt"ifitas setsu"i--varrg tia"tdikehendaki; i
19' Kekerasan psikis adarah. suatu tindakan penyiksaan secara verbar (sepertimenghina, berkata kasar dan kotor).
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20. Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara
ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk
bekeda di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nalkah, meniadakan
akses, kontrol, dan partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

21. Kekerasan sosial adalah setiap sikap dan perlakuan yang tidak adil kepada
orang lain yang bersumber pada praktik sosial budaya (merendahkan,
membedakan, meminggirkan, mendominasi), termasuk di dalamnya
penerlantaran, yang berujung pada munculnya perasazrn tidak terhargai dan
terbatasnya berbagai akses dalam kehidupan.

22. Kekerasan domestik adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam
lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

23. Kekerasan publik adalah tindak kekerasan yang te{adi di luar lingkungan
tempat tinggal perempuan dan anak, antara lain: lokasi pelayanan umum
(tempat rekreasi, pasar, stasiun, dsb), lokasi pelayanan pendidikan (formal, non
formal, informal), lokasi pelayanan kesehatan, daerah konflik, daerah bencana,
dan kepentingan politik.

24. Perlindungan terhadap perempu€rn adalah segala upaya yang ditujukan untuk
melindungi perempuEul dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-
haknya dengan memberi perhatian yang konsisten dan sistematis yang
ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

25. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-halnya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpatisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

26. Kabupaten/kota layak anak adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang
mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruhdan berkelanjutan dalam
kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

27. unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak yang selanjutnya disingkat uPrD PPA dalah lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan
terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan
perdata.

28. unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang
selanjutnya disebut UPTPKTK adalah Unit pelayanan Terpadu perempuan dan
Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi l,ampung.

29. unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit ppA adatah
unsur pelayanan dan r]ar.k9ana staf yang berkedudukan di bawah Dir l/Kam
dan Trannas Bareskrim polri, Kasat opsnal Dit Reskrim Um polda Metro Jaya,
Kasat opsnal Dit Reskrim porda dan Kasat Reskrim polres, yang bertuias
memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap plrempua. da.anak yang menjadi korban kejahatan dan tenegak.r, 

't,rtr,, 
terhadap

pelakunya.

30. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak provinsi seranjutnyaDisebut Dinas ppA provinsi adalah perangkat Dierah penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang pemberdayaan p..impuan dan perlindilngan anak diprovinsi.

3l' Rumah perlindungan /aman/alterna.tif adalah tempat tinggal sementara, yangdiberikan untuk memberikan perlindungan terhaaap k#ban 
"""r.i a"rg*standar yang telah ditentukan.
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32. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan
baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasamya, sebagai akibat
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak
kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat
pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.

33. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga
profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan
advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan, dan reintegrasi
Socia-I.

34. Tenaga kesehatan adalah orang yarg mengabdikan diri di bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan.

35. Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat
FKPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan
dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara belejaring dan
ke{asama.

36. Pemberdayaan adalah proses pemampuan individu dan kelompok, sehingga
memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah.

37. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat
dengan TPPKK adalah fasilitator, perencana, pelal<sana, pengendali dan
penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya
program PKK yang merupakan mitra keg'a pemerintah, dan organisasi
kemasyarakatan / lembaga kemasyarakatan lainnya.

38. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan,
pelayanan, dan pemberdayaan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak baik secara individu, kelompok atau kelembagaan.

39. Kader Perlindungan Anak rerpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat
Kader PATBM, yaitu kader gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh
sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa/kelurahan.

40. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi,
profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi
sosial kemasyarakatan, organisasi politik, media massa, organisasi
pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren), organisasi bisnis
dan ekonomi, serta bentuk organisasi lainnya.

paral 2
Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan
berdasarkan asas:
a' penghormatan, perrindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
b. keadilan, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan hak anak;
c. non diskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
e. pelayanan;
f. pencegahan; dan
g. pemberdayaan.
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Pasal 3

Tuj uan Peraturan Daerah ini untuk:
a. mengembangkan sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan

dan anak;

b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;

c. memberikan pelayanan secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan
anak korban tindak kekerasan dan anak pelaku korban kekerasan;

d. mengembalikan kondisi anak korban dan anak pelaku tindak dan kekerasan
sesuai tumbuh kembang anak; dan

e. melakukan pemberdayaan perempu.rn korban tindak kekerasan.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak meliputi:

a. lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan;

b. kewajiban dan tanggungjawab;

c. pencegahan tindak kekerasan;

d. hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan
khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan;

e. pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak
berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak
kekerasan;

f. pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
g. pembinaan dan pengawasan;

h. kery'asama;

i. pendanaan; dan
j. ketentuan pidana.

BAB II
RAIT/UI DAIT BEITTI'K-BEI{T'T'I( KTTERASAIT

Pasel 5
Ranah tindal< kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:
a. domestik; dan
b. publik.

Pasal 6
Kekerasan domestik sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a, merupakan
tindak kekerasan yang tery'adi di lingkungan keluarga dan yang diial<ukan oleh
anggota keluarga.

Pasal 7
Kekerasan pubtik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b, merupakan tindal<kekerasan yang dilakukan di luar lingkungan tempat tinggal p"..-p..'"r, dan anak,antara lain:
a. lokasi pelayanan umum;
b. lokasi pelayanan pendidikan;
c. lokasi pelayanan kesehatan;
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d. lokasi ke{a;
e. daerah konflik;
f. daerah bencana; dan
g. kepentinganpolitik.

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan sosial;
d. kekerasan ekonomi;
e. kekerasan seksual; dan
f. penelantaran.

Pasal 9

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengakibatkan:

a. korban sakit, cidera, luka, cacat, keguguran, pingsan;

b. matinya korban;
c. timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan peke4'aan jabatan

atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; dan
d. terganggunya tumbuh kembang anak.

Pasal 10

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa
tidak berdaya, rasa tidak berguna dan/atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.

Pacal I 1

Kekerasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mengakibatkan
rasa tidak terhargai karena dibedakan, dipinggirkan, didominasi dan terbatasnya
berbagai akses kehidupan.

Pasal 12

Kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mengakibatkan
tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi perempuzrn dan anak atau dapat juga pada
kasus perempuan dan anak terekploitasi secara ekonomi.

Pasal 13

(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat
berupa perbuatan pelecehan seksual dan pemaksaan hubungan seksual untuk
tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

(2) Kekerasan seksual sebagaimals ayat (l) dapat mengakibatkan penderitaan
fisik, sosial, dan psikis.

Pasal 14
Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f disebabkan karena:
a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak

secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
dilal.uka,, oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung
jawab atas pengasuhannya;
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b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja tidak memelihara, merawat, atau
mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilal<ukan oleh orang tua, wali,
atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut; dan/atau

d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah bagi perempuan sehingga korban berada di bawah kendali orang
tersebut.

BAB III
XTWA.'IBA.IT DAIT TAN(rcUNG JAWAB

Paral 15

Kewajiban dan tanggungiawab dalam penyelenggaraan upaya penghapusan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban dan tanggung
jawab bersama:
a. pemerintah daerah;
b. masyarakat; dan
c. keluarga dan orang tua.

Baglan Kesatu

Pemerlntah Daerah

Paral 16
(1) Pemerintah Daerah berkewaj iban:

a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penghapusan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. melaksanakan kebijakan penghapusan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak; dan

c. membangun keq'asama dengan aparatur penegak hukum, Unit PPA, UpT
PKTK, UPID PPA, Perguruan Tinggi, Dinas PPPA, Dinas Sosial Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagake{aan, Kanwil Agama,
rumah sakit, Organisasi Kemasyarakatan, TP pKK, dunia usaha, media
massa, Organisasi yang peduli disabilitas, Lembaga swadaya masyarakat
yang peduli terhadap perempuan dan anak.

(2) Pemerintah Daerah bertanggungiawab:
a. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penghapusan tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. mengalokasikan anqgaran untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak; dan
c. memberikan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten/Kota layak

anak di setiap kabupaten dan kota sesuai standard.
(3) Dafam hal pelaksanaan kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

tanggung jawab pemerintah Daerah
, Pemerintah Daerah menyusun Rencana
dak Kekerasan terhadap perempuan dan

pada ayat (1) dan pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Aksi Daerah untuk penghapusan Tin
Anak.

(4) Rencana Aksi daerah sebgaimana yang dimaksud ayat (3), merupakan bagiandari Rencana pembangunan Jangka MJnengah Daerah BpjMDt.---



- 10-

(5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
didelegasikan kepada perangkat daerah/ lembaga terkait.

Baglan Kedua

KewaJlban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 18

(1) Kewajiban dan tanggungiawab masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 15
hurufb, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.

(2) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungf"*.5 sg6agai berikut:
a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan

setempat dengan membentuk mitra keluarga yang melibatkan RT/RW,
lingkungan/dusun, TP PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,
tokoh pemuda, tokoh komunitas setempat, tokoh pemuda, forum anak,
kader PATBM, pelaku dunia usaha, dan media massa, organisasi yang
peduli disabilitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi infomal, berbagai
lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak;

b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keadilan gender
dan hak anak secara mandiri;

c. memberikan pertolongan pertama dan melindungi korban tindak
kekerasan; dan

d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak kepada instansi yang berwenang.

(3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
dapat dilal<ukan oleh perorargan, lembaga social kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggr dan lembaga pendidikan (formal,
nonformal, informal), lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, lembaga bisnis
dan ekonomi, media massa, orgsnisasi yang peduli disabilitas, dan lembaga
masyarakat lainnya.

(4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan secara bertanggunglawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Baglan Kettga

Keluarga dan Orang Tua

Paral 19
(1) Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 hurufc, diselenggarakan dengan mengacu pada fungsi, bahwa
keluarga dan orang tua adalah penanggungiawab pertama dan uta--ma dalam
melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

(2) Keluarga dan orangtua memiliki kew4iiban dan tanggungiawab mencegah
segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anir., dengan:
a. memenuhi, melindungi, dan menghormati hak perempuan dan hak anak;b. mengembangkan pola asuh yang demokratis dalam keluarga;
c. menanarnkan norma dan nilai_nilai yang mendukung anti kekerasan;d. mengembangkan sikap resiprositas antar anggota keruarga agar terbanguntnrst dalam keluarga;
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e. mengembangkan hubungan yang inklusif dalam keluarga; dan
f. mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak.

BAB VI
PEIYCEGAIIAN

Paral 2O

(1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara
terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:
a. membangun jejaring dengan aparatur penegak hukum, Unit PPA, UP/t

PKTK, UPTD PPA, Perguruan Tinggi, Dinas PPPA, Dinas Sosial Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil Agama,
rumah sakit, Organisasi Kemasyarakatan, TP PKK, dunia usaha, media
massa, Organisasi yang peduli disabilitas, kmbaga swadaya masyarakat
yang peduli terhadap perempuan dan anak;

b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, dengan melibatkan TP
PKK, Mitra Keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh
pemuda, tokoh komunitas setempat, tokoh pemuda, forum anak, kader
PATBM, pelaku dunia usaha, dan media massa, organisasi yang peduli
disabilitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi informal, berbagai
lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak;

c. membentuk sistem pencegahan tindal< kekerasan terhadap p€rempuan
dan anak dengan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah
dialses;

d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,
dan berbagai informasi lain yang terkait;

e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak
sebagai korban kekerasan kepada berbagai lembaga dan masyarakat; dan

f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak
kekerasan.

Paral 21
(1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Dinas pppA dan
perangkat daerah / lembaga terkait bidang:
a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
b. sosial
c. pendidikan;
d. ketenagakerl'aan;
e kesehatal;
f. mental dan spiritual; dan
g. ketenteraman dan ketertiban.

(2) Pencegahan tindak |<gke1-1san terhadap perempuan dan anak seb^gaimana
dimaksud pada ayat (1), dilalsanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan
bermitra dengan berbagai lembaga masyarakat.

(3) Dalam. rangka upaya pencegahan tindak kekerasan perempuEm dan anak,
sebagaimana yang dimaksud ayat (2), disusun panduan pencegatra, tinaat
kekerasan _terhadap perempuan dan anak, yang diatu, Ltiir "tanlut 

aaumPeraturan Gubernur.
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BAA VII
IIAK-IIAK PEREMPUAI{ DAI{ AITAK KORBAIT TIITDAI( TEKERASAIT, AIIAN

BERXEBUTUHAI{ KHUSUS, KORBAIT TIIIDAN KEKERASAIT, DAIT AIYAK PELAXU
TIITDNI KEKERASAN

Pasel 22

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai
berikut:
a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,

lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

c. mendapatkan kemudahan dalam penzmganan pengaduan dan proses
peradilan;

d. pendampingan oleh pekerja sosial/UPTD dan bantuan hukum pada setiap
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
f. penanganErn secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
g. pemulihan kesehatan fisik, psikologis, sosial dari penderitaan yang dialami

korban;
h. hak mendapatkan informasi;
i. hak atas rehabilitasi sosial;
j. pelayanan bimbingan rohani;
k. hak menentukan sendiri keputusannya (kecuali belum mampu, maka

ditentukan orangtuanya/wali) ;

1. hak atas restitusi;
m. hak atas keamanan pasca putusan pengadilan;
n. dipisahkan dari orang dewasa untuk anak bermasalah dengan hukum dan

anak pelaku kekerasan; dan
o. hak untuk menggugurkan kandungan akibat tindak kekerasan yang dialami

sebelum 40 hari usia kandungan.

Pasal 23
Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, juga mendapatkan ha-k-hak khusus, sebagai berikut:
a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b. hak pelayanan dasar;
c. hak perlindungan yang sama;
d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
e. hak mendapatkan kebebasan berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan

mendapatkan informasi sesuai usianya.

Pacal 24
Anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan memperoleh hak-hak:
a. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 dengan mengutamakan

kondisi sulit atas keterbatasan frsik, kog:nitif dan psikologis-yang dim"iliki;
b. Pemulihan frsik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial

sesuai dengan kondisi sulit atas keterbatasannya; dan
c' Pemerintah Daerah melalui Dinas PPPA dan Dinas Sosial melakukan fasilitasidan pemantauan terhadap proqlT pencegahan aan petayanan tepaaa 

"naLberkebutuhan khusus korban tindak kekerasan.
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Pasel 25
(l) Anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud

Pasal 23 kecuali hurufl dan hurufo.
(2) Anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak-hak khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Anak pelaku kekerasan memiliki hak untuk tidak dihukumseumur hidup dan

atau hukuman mati.

Pasal 26
(1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

membutuhkan pen.rnganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di
rumah perlindungan/ aman/alternatif.

(2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) merupakan
penang€rnan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu,
kelompok atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

(3) Pemerintah melakukan pengawasan atas penanganan sebagaimana pada
ayat (21.

(4) Dalam hal korban dan keluarganya tidak aman dari tindak kekerasan yang
berulang maka berhak mendapatkan perlindungan pemerintah maupun non
pemerintah.

Patal2T
(l) Rumah perlindungan /aman lalternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) memberikan tempat dan/atau perlindungan sementara bagi korban
kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.

(2) Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan rumah perlindungan/aman/alternatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Dinas pppA dan Dinas
Sosial.

(3) untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau
penyelenggara rumah perlindungan / amat/ alternatif sebagaimana- dimalsudpada ayat (21 wajib menempatkan korban kekerasan di rumah
pertndungan / aman / ilternatif yang dirahasiakan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggara rumah perlindungan/aman/alternatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh perangkat
daerah / lembaga terkait.

BAB VIII
PELAYA.IYAN TERIIADAP PEREMPUAN DAN ATCAX KORBAN TINDAI(

XEXTRASAIT, AIYAK BERI(EBUTT'HA.IT I(HUSUS I(ORBAN TII{DAX KENERASAIY,
DAN ANAI( PELAI(U TINDAIT KIKERASITN

Baglan Ke3atu
Pelayanan terhadap perempuan dan Anak l(orban

Tlndak Kekerasan

Pasal 28
(l) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindakkekerasan, sebagai berikut:

a. pelayanan pengaduan;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum;
d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi social;
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e. pelayanan rehabilitasi sosial;
f. pelayananmedikolegal;
g. pelayananpsikologis;
h. pelayanan pendampingan; dan
i. pelayanan rumah perlindungan /aman/alternattf .

(2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perangkat daerah/lembaga terkait
dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah
dan dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait yang tugas dan
fungsinya di bidang:
a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. sosial;
c. pendidikan;
d. ketenagakerjaan;
e kesehatan;
f. mental dan spiritual; dan
g. ketenteraman dan ketertiban.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah bekerjasama dengan membangun kerjasama dengan
aparatur penegak hukum, Unit PPA, UPTD PPA, UPT PKTK, Perguruan Tinggi,
Dinas PPPA, Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas
Ketenagake{aan, Kanwil Agama, rumah sakit, Organisasi Kemasyarakatan, TP
PKK, dunia usaha, media massa, Organisasi yang peduli disabilitas, lembaga
swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak.

(4) Kery'asama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk
kesepakatan bersama.

Pasal 29
Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (l) huruf a
meliputi:
a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
b. persetujuan dilakukan tindakan (informed. consent).

Pasal 30
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 2g ayat (l) huruf b
meliputi:

a. memberikan pertolongan pertama pada korban;
b. memberikan konseling;
c. menjelaskan kepada keluarga tentang keadaan korban dan dugaanpenyebabnya serta mendiskusikan langkah_langkah kedepan;
d. melakukan perwatan dan pemulihan luka{uka {isik yang bertuj uan untukpenulihan kondisi fisik korban yang dilalukan oreh tenrla feserraGn;
e. melakukan rujukan apabila diperlukan;
f. memastikan keselamatan korban;
g' melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untukmembuat ui.sum et reperfutmapabila diminta secara resmi;
h' khusus untuk korban,. kekerasan terhadap anak, petugas wajib memberikaninformasi kepada kepolisian.



- l5-

Paeal 31

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c untuk
membantu korban dan anak pelaku tindak kekerasan dalam menjalani proses
peradilan dengan cara:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hat<-hak
korban dan proses peradilan;

b. mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara
lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan

c. melakukan koordinasi dengan sesarna penegak hukum, relawan pendamping,
dan peke{a sosial agar proses peradilan beq'alan sebagaimana mestinya.

Pasal 32

(1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengembalikan korban tindak
kekerasan dan anak pelalu tindak kekerasan untuk diterima kembali dalam
lingkungan sosialnya.

(2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan anak pelalu tindak
kekerasan tersebut dilakukan setelah terlaksana sosialisasi hak-hak
perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan hak-hak anak pelaku
tindak kekerasan.

(3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi lain;
c. Pemerintah Kabupaten / Kota dalam satu wilayah Provinsi;
d. Dinas PPPA;

e. Dinas Sosial;
f. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

(a) Dalam rangka memberikan kejelasan mekanisme pelayanan pemulangan dan
reintegrasi sosial sebagaimana ayat (1), perlu diterbitkan peraturan Gubernur
tentang panduan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan
anak pelaku tindak kekerasan.

Pasal 33
(1) Pelayanan rehabilitasi sosia] sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g ayat (l)

huruf e meliputi:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.
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(2) Bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana
disebut pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pelatihan keterampilan;

b. praktek ke{a lapangan;

c. pemagangan;

d. pelatihan keterampilan wirausaha;

e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;

f. modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan

g. pendampingan pelaksanaan usaha.

Paral 34

Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f
merupakan pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professiond yang
optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan
hukum dan keadilan, termasuk pelayanan medicolegal antara lain:. uistm et
repertum dan ui.sum et psikiatilatm.

Paral 35

Pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g
merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis perempuan
dan anak sebagai korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban
tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan.

Pasal 36
(1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l)

huruf h meliputi:

a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan
kesehatan;

b. mendampingi korban selama proses medicolegaT;

c. mendampingi korban selama proses mediasi, pemeriksaan di kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan;

d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;

e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak
berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;

f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

(2) Pendampingan untuk anak perempuan korban tindak kekerasan wajib
didampingi oleh pendamping perempuan.

Bagian Kedua
Pelayanan terhadap Anak Berhebutuhan Khurus

Korban Tlndak Kekerasan

Pasal 37
Beltuk pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus korbantindak kekerasan, sebagaimana pasal 2g dengan memperhatikan kondisi sulit atasketerbatasan fisik, kognitif dan psikologi" yurrg ai-ititi.
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Pasd 39

(1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak' ' 
kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak
pelaku tindak kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

a. setiap hari (termasuk hari libur);
b. cepat;
c. arnan dan nyaman;
d. rasa empati;
e. non diskriminasi;
f. mudah dijangkau;
g. tidak dikenakan biaya; dan
h. dijamin kerahasiaannya.

(2) Penyelenggara atau pengelola pelayanan dilarang memungut biaya apapun
terhadap korban kekerasan.

Pasal 4t)

(1) Datam rangka pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak
kekerasa-n dilaksanakan oleh UPTD PPA, Unit PPA, dan UPT PKTK sebagai
pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak korban
tindak kekerasan.

(2) Pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirujuk
oleh UPT PPA, Unit PPA, dan UPI PKTK kepada unit pelayanan lainnya secara
berjejaring dan kerja bersama.

(1) Dalam upaya menyediakan
tindak kekerasan dan anak
membentuk FKPKK.

(2) FKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelayanan UPTD PPA, dan UPT

PKTK;
b. memperkuat dan mengembangkan jejaring kerjasama serta sistem rujukan;

dan
c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.

(3) Keanggotan FKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikelompokkan dalam
peran sebagai berikut:
a. peran pendidikan;
b. peran kesehatan;
c. peran psikologi;
d. peran hukum;
e. peran sosial;
f. peran ekonomi;
g. peran rohani dan spiritual

Paaal 4l
dan menyelenggarakan pelayanan bagi
pelalu tindak kekerasan, Pemerintah

korban
Daerah

Baglaa Ketlga

Pel,ayanan terhadap Anat Pelaku Ttndak Kekerasan

Pasal 38

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak pelaku tindak kekerasan adalah
sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)'



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta
keanggotaan FKPKK sebagaimala dimalsud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Cubernur.

BAB IX
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN TIND/IX KEKERASAN

Pas,el 42

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:
a. pemberdayaan sosial; dan
b. pemberdayaan ekonomi.

Pasal 43

Pemberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud
mencakup kegiatan:
a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
b. penggalian potensi dan sumber daya;
c. penggalian nilai-nilai dasar; dan
d. pemberian akses pengembangan kapasitas diri.

dalam Pasal 42 huruf a

Pasal 44

Pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 huruf b,
mencakup kegiatan:
a. pelatihan ketrampilan kerja;
b. usaha ekonomis produktif dan keluarga usaha bersama;
c. bantuan permodalan;
d. bantuan akses jaringan pemaszrr€rn.

Pasal 45

Pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban tindak
kekerasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pelatihan keq'a
pemerintah dan swasta, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, dan
lembaga masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAIT PEITGAWASAIT

Pasal 46

(1) Untuk menjamin 
"p..gr, kesinambungaa, dan efektifitas langkah-langkah

secara terpadu dala-m upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan
Pengawasan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuanperlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan iesuai standar
pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas pppA dan lembaga masyarakat.

(3) P.embinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dengan prinsip profesional dan transparan.

Passl 47
(1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 meriputi:a. koordinasi;

b. bimbingan;
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c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a mencakup aspek yang
berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.

(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b mencakup aspek
yang krkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan,
dan kualitas.

(a) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dimalsudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam
pelaksanaan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuurn dan
anak dan dilakukan secara berkala.

Paral 48

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya penghapusan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak dilakukar setiap berakhirnya tahun anggaran.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya penghapusan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan
bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan
dan anak untuk tahun berikutnya.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf
d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI
XTR^'ASAMA

Paral 49
(1) Dafam rangka mencapai tujuan penghapusan kekerasan terhadap perempuan

dan anak, pemerintah daerah bekeq'a sama dengan:

a. pemerintah pusat;

b. provinsi lain;

c. kabupaten/kota;

d. pemerintah desa;

e. lembaga-lembaga pemerintah;

f. perguruan tinggi; dan
g. lembega non-pemerintah yang peduri pada permasarahan yang dihadapi

perempuan dan anak.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran data dan informasi;
b. pendampingan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan dan anak pelaku

tindak kekerasan;

c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
d. pendampingan hukum, penyediaan barang bukti dan saksi yangditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku
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Paral 5O

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
a. memfasilitasi pembentukan UPTD di setiap Kabupaten/Kota;
b. memfasilitasi sarana dan prasarana UPTD; dan
c. memfasilitasi FKPKK sebagai wadah jejaring pen€rnganan korban dan anak

pelaku tindak kekerasan.
d. pemerintah daerah sesuai kewenang€rnnya menyediakan:

(1) pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial;
(2) tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
(3) petugas pembimbing rohani/ibadah;
(4) tenaga pendidik; dan
(5) tenaga bantuan hukum, dimana kesemuanya membantu penanganErn

perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan
khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku ilndak kekerasan.

BAB XII
PEI|DA.ITAAIT

Palal 51

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak
kekerasan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52
(1) Setiap orarg yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah

ditempatlan di tempat yang dirahasiakan seb"gaimana dimaksud dalam pasal
27 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.0O0.O000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Penyelenggara atau pengelola layanan yang terbulrti memungut biaya terhadap
korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (l) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima putuh juta rupiah).

BAB XIV
IIETEITTUAI{ PEI{UTUP

Pasal 53
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan Daerah

yang terkait dengan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dananak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganperaturan ini.
(2) Peraturan Daerah pro'insi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pelayanan

Terpadu Terhadap perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerain Dicabutdan Dinyatalan Tidak Berlaku.
(3) Peraturan Gubernur seb"gai pelaksanaan peraturan Daerah ini, harus sudahditetapkan paling rambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah inidiundangkan.
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Paral 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 8 - 1 - 2O2l

GT'BERII t'R LAUPI'II G,

ARII|AL DJI,'I|AIDI

Diundangkan di Telukbetun g
padatanggal 8 - 1 - 2021

IEKREf,ARIS DAERAH PROVITSI LAUPT'I{G,

ttd

FAIIRIZIIL DARUIITTT)

LEMBARAIT DAIERAII PROVITSI L/I.UPT'NG TAHUI{ 2O2 1 ITOMOR .2.........
rfoiloR RTGISTER PERATITRATT DAERATT pRovrrst LAuprrNe lt-glzo2tl

Adlnya
H['X[IM,

tI
ilIP. 1 199208 2 o,o/2

ttd

Plt.

\\
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PEI{JELASAN

ATAS

PERATT'RAN DAERAH PROVII|SI I"A.UPUIYG

NOUOR 2 TAIIUN 2gI1

TEI{TANG

PETGHAPUSAIC TIITDAI( KENIRASAIY TERIIADAP PEREDIPUA.IT DAIT
ANAK DI PROVINSI LAMPT'NG

I. UMTIM

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rentan terhadap tindakan
kekerasan. Posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok
manusia kelas dua (the second class) dan anak sebagai kelompok ketiga (the third
closs), menjadi 'pintu'bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai
perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penerlantaran,
perdagangan orang, dan kekerasan. Padahal kalau dicermati lebih lanjut,
perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika
kemajuan negara. Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia
yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara.
Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala te{alin kerjasama yang baik antara
sumberdaya perempu&n dan laki-laki. Sementara itu, anak adalah tunas, potensi,
dan generasi muda penerus cita-cita pe{uangan bangsa. Tanggung jawab tersebut
hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik lisik, mental spiritual maupun
sosial.

Negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari
setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi.
Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki
hak yang sama dengan orang lain. Dalam rangka melindungi perempuan dan
anak sebagai kelompok rentan, Negara telah mengeluarkan beberapa
peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifrkasi
CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2007 tentang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O12 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak.

Namun dalam faktanya, walaupun telah ada jaminan perundang-undangan
yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yaitu
kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga
perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang seb..ra..,ya. Berkaitin
keberadaan data yang 

- 
demikian, yang diperlukan' kemudian adaut adanya

persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak- merupakan masalah
kemanusiaan. sebagai masalah kemanusiaan, maka tidak hanya bangaknga
kasns yang menjadi fokus perhatian, namun adanga kasus seharusnya sudah
memenuhi syarat untuk menjadi percermatan bersama untuk diatasi.
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Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan
yang harus segera diakhiri, karena tidak hanya terkait dengan hak untuk
mendapatkan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
dera-iat martabat manusia (Pasal 28G Ayat 2, UUD 1945), juga terkait dengan
masa depan perempuan dan anak sebagai sumber daya manusia berkualitas.

Disamping itu, keberadaan data perempuan dan anak sebagai korban
kekerasan juga menjadi bukti empiris, bila perempuan dan anak, bahkan
masyarakat menghadapi masalah besar, tidak hanya terkait dengan ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial (Pasal 12 ayat I huruf
e dan f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), juga terkait dengan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anal< (Pasal 12 ayat 2 huruf b
Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014). Dengan demikian Pemerintah Daerah
memiliki tanggungjawab untuk mengatasi permasalahan tersebut secara
komprehensif.

Sementara itu, di sisi lain, upaya mengatasi permasalahan tindak kekerasan
pada perempuan dan anak, selama ini masih fokus pada pendekatan berbasis isu,
yaitu, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan,
pun belum maksimal. Sementara, belum banyak dikembangkan perndekatan
berbasis sistem untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang berupa tindakan pencegahan untuk memutus mata rantai lindak kekerasan
terhadap perempuErn dan anak di dalam keluarga, dan komunitas masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Tindak Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi l,ampung merupakan langkah nyata
upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mengakhiri berbagai
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui keluarga dan berbagai
komunitas dalam masyarakat. Upaya penghapusan tindak kekerasan tersebut
mencakup kegiatan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan
adanya Peraturan Daerah tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak di Prorrinsi Lampung, berarti ada jaminan terpenuhi dan
penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan perlindungan dari
berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan
derajat martabat perempuan dan anak. Dengan demikian diharapkan perempuan
dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik.

II. PASAL DEUI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan kekerasan dometik adalah kekerasan yang
dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan yang dilalukan
oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya lsuami, istri, anak,
dan anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja dan tinggal
dalam rumah tangga).
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Pasal 7
Huruf a

l,okasi-lokasi pelayanan umum, meliputi: terminal, bandara,
pelabuhan, tempat rekreasi, pasar atau tempat keramaian lainnya. Di
lokasi-lokasi tersebut, perempuan dan anak sering mengalami
kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk
kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun
kekerasan lainnya seperti pemerasar bahkan penculikan.

Huruf b
Tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di ranah
pendidikan formal (sekolah/madrasah), non formal (lembaga kursus
dan pendidikan keagamaan) dan informal (dalam keluarga) sering
tedadi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan
tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah
satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

Huruf c
Perempuan dan anak juga rentan mengalami kekerasan di tempat
pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi,
perempuar dan anak seringkali pasrah menerima berbagai perlakuan
yang diterima termasuk mal praktek.

Huruf d
Di daerah konflik sering terjadi pelibatan perempuan dan anak dalam
tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial.

Huruf e
Seringkali terjadi pengabaian terhadap hak perempuan dan anak pada
saat teq'adinya bencana, kebutuhan anak disamakan dengan
kebutuhan orzrng dewasa, dan kebutuhan perempuurn kurang
mendapat perhatian secara khusus.

Huruf f
Masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan
politik, seperti demonstrasi, kampanye partai pottik dalam proses
pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik
bagi anak.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 1l
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasl 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
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Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan pola asuh demokratis adalah pola asuh
yang mengembangkan pola komunikasi dialog antara orang tua
dan anak, sehingga hak anak bersuara dan untuk didengar
pendapatnya terperhatikan. Orang tua dapat menyesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan anak dan kepentingan terbaik
anak menjadi prinsip dalam bertindak terhadap anak.

Huruf c
Yang dimaksud dengan norma dan nilai-nilai yang mendukung
anti kekerasan, antara lain: nilai kasih sayang, kedamaian,
kersa sama, tolong menolong, empati, simpati, peduli, toleransi,
dst. Nilai-nilai ini jika disosialisasikan kepada anak sejak dini,
akan menjadi bagian dari karakter perilaku anak.

Huruf d
Yang dimaksud dengan sikap resiprositas adalah sikap bertukar
secara positif dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya:
saling menyayangi, saling membantu, saling terbuka, saling
peduli, dst. Sedangkan yang dimaksud fnrst adalah kepercayaan
dalam konteks hubungan antarpribadi dan antarkelompok,
memastikan bahwa diri pribadi maupun orang lain dapat salin
dipercaya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan hubungan inklusif adalah hubungan
yang dikarakter penuh perhatian dan dukungan kepada orang
lain (anggota keluarga), te{alin komunikasi aktif, dan saling
memberdayakan sehingga berbagai permasalahan dapat
dicarikan pemecahannya secara bersama.

Huruf f
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 2l
Cukup Jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan "hak atas restitusi, adalah pembayaran ganti
kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pe.rg"dil"r,
yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil
yang diderita korban atau ahli warisnva.
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Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari
gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar,
baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; Yang dimaksud dengan
reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan
keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat
memberikan perlindungan ;

Pasal 29
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "persetujuan dilakukan tindakan (informed
consentl adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh
korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan
dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 30
Yang dimaksud dengan konseling adalah suatu kegiatan yang dilalukarr
secara tatap muka antara konselor dan klien untuk mencari akar masalah
dan memecahkannya.

Pasal 3l
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Yang dimaksud dengan 'visum et repertum" adalah keterangan tertulis yang
dibuat oleh dokter da-lam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik
yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban
berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses
peradilan. Yang dimaksud dengan "visum et psikiatrikum" adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi
kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara dan untuk keperluan proses peradilan.



Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Huruf e

Pemberitaan tentang korban di media massa harus tetap menerapkan
kode etik jurnalistik, untuk kepentingan terbaik korban. Namun
begitu, peran media massa untuk membantu menekan percepatan
proses hukum juga sangat diperlukan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 4O
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 5O
Cukup jelas

Pasal 5l
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas
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PEITJELASAN

ATAS

PERATURAIT DAERAII PROVIil$ LAMPUT{C

I{OMOR 2 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENGHAPUSAN TINDAI( XEKERASAN TERHAI'AP PERTMPUAN DAN
ANAI( DI PROVINSI LAMPUT{G

I. UMUM

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rentan terhadap tindakan
kekerasan. Posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok
manusia kelas dua (the second class) dan anak sebagai kelompok ketiga (the third
class), menjadi lintu'bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai
perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penerlantaran,
perdagangan orang, dan kekerasan. Padahal kalau dicermati lebih lanjut,
perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika
kemajuan neg€rra. Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia
yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara.
Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara
sumberdaya perempuan dan laki-laki. Sementara itu, anak adalah tunas, potensi,
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tanggung jawab tersebut
hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk
tumbuh dan berkemb€rng secara optimal, baik frsik, mental spiritual maupun
sosial.

Negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari
setiap warga neg€rra termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi.
Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki
hak yang sama dengan orang lain. Dalam rangka melindungi perempuan dan
anak sebagai kelompok rentan, Negara telah mengeluarkan beberapa
peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi

.\ CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornograli, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Namun dalam faltanya, walaupun telah ada jaminan perundang-undangan
yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yaitu
kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga
perlindungan anak hanya sebagran kecil dari kasus yang sebenarnya. Berkaitan
keberadaan data yarrg demikian, yang diperlukan kemudian adalah adanya
persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah
kemanusiaan. Sebagai masalah kemanusiaan, maka tidak hanya bangaknga
kasus yang menjadi fokus perhatian, namun adanya kasus seharusnya sudah
memenuhi syarat untuk menjadi percermatan bersama untuk diatasi.
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ATAS

PERATT'RA.IT DAERAII PROVIilSI LAMPT'NG
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TEI{TAIYG

PEIIGIIAPUSAIT TIITDAX KEI(ERASAIT TERIIADAP PEREMPUAI{ DAI{
ANAK DI PROVINSI LA.MPUI{G

I. IIMI,IM

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rcntan terhadap tindakan
kekerasan. Posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok
manusia kelas dua (the seand class) dan anak sebagai kelompok ketiBa (tte third
class), menjadi lintu'bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai
perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penerlantaran,
perdagangan orang, dan kekerasan. Padahal kalau dicermati lebih lanjut,
perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika
kemajuan negara. Perempuan sebagai bagran dari potensi sumberdaya manusia
yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara.
Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala teqjalin keg'asama yang baik antara
sumberdaya penempuan dan lekilaki. Sementsra itu, anak adalah tunas, potensi,
dan generasi muda penerus cita-cita perj uangan bangsa. Tanggung jawab tersebut
hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual maupun
sosial.

Negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari
setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi.
Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki
hak yang sama dengan orang lain. Dalam rangka melindungi perempuzrn dan
anak sebagai kelompok rentan, Negara telah mengeluarkan beberapa
peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratilikasi
CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnaI,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO8
tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2012 tettang Sistem
Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak.

Namun dalam faktanya, walaupun telah ada jaminan perundang-undangan
yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus
kekerasan terhadap perempu€rn dan anak semakin meningkat. Kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomeni gunung es, yaitu
kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan p.r"*pri. dan lembaga
perlindungan ,anak hanya sebagian kecil dari kasus yang seberra.rrya. Berkaitan
keberadaan data yang- demikian, yang diperlukan- kemudi"r, 

"ddah adanya
persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak- merupakan masalah
kemanusiaan. Sebagai masalah kemanusiaan, maka tidak hanya bangaknga
icasns yang menjadi fokus perhati.rn, narnun ad.anga kasus seharusnya sudah
memenuhi syarat untuk menjadi percermatan bersama untuk diatasi.


